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Abstract 

 The Indonesian government or the President formed a body that was given certain tasks in terms of 

monitoring drugs and food, called the Food and Drug Supervisory Agency (BBPOM). In this research, the method 

used is a qualitative research method with a descriptive survey approach, where this research describes the research 

object in accordance with existing facts as they occur in the field. In the implementation of supervision carried out 

by the Center for Drug and Food Control (BBPOM) in Pekanbaru in monitoring illegal cosmetic products, namely 

pre market and post market. In its implementation, BBPOM makes it easy for the public to find information about 

cosmetic products that are suitable for consumption, how to obtain permits, standards for producing and 

marketing cosmetic products, regulations that can be the basis for producing cosmetics which can be accessed on 

the website and through BPOM MOBILE. In it there is also an annual report where you can see comparisons 

between each year in the implementation of monitoring illegal cosmetics. And it can be seen in this research that 

there are inhibiting factors in implementing supervision, which the author can conclude is that there are still many 

consumers who do not understand how to differentiate illegal cosmetic products from those that are good for 

consumption, lack of human resources, and sellers of illegal cosmetic products who still violate standards are 

quietly doing the trading but it is also a factor of consumers who are used to products that provide instant results 

without thinking about the side effects. 
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Abstrak 

 Pemerintah Indonesia atau Presiden membentuk sebuah badan yang diberikan tugas tertentu 

dalam hal pengawasan terhadap obat dan makanan yang disebut dengan Balai Besar Pengawas Obat 

dan Makanan (BBPOM). Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian 

kualitatif dengan pendekatan survey deskriptif yang mana penelitian ini menggambarkan objek 

penelitian yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada sebagaimana yang terjadi dilapangan. Dalam 

Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) 

di Pekanbaru dalam mengawasi produk kosmetik illegal yaitu pre market dan post market. Dalam 

pelaksanaan pihak BBPOM memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mencari informasi mengenai 

produk kosmetik yang layak dikosumsi,bagaimana cara mendapatkan izin, standar dari memproduksi 

dan memasarkan produk kosmetik, peraturan-peraturan yang dapat menjadi dasar untuk 

memproduksi kosmetik yang dapat di akses dalam website dan melalui BPOM MOBILE. Didalamnya 

juga terdapat laporan tahunan yang dapat dilihat perbandingan pada tiap tahunnya dalam pelaksanaan 

pengawasan kosmetik illegal. Dan dapat dilihat dalam penelitian ini terdapat faktor-faktor penghambat 

dalam pelaksanaan pengawasan, yang dapat penulis simpulkan adalah masih banyaknya konsumen 

yang belum mengerti bagaimana cara membedakan produk kosmetik ilegl dengan yang baik 

dikonsumsi, kurang sumber daya manusia, serta penjual produk koemetik illegal yang masih 

melanggar standar diam-diam melakukan perdagangan. 

Kata Kunci: BBPOM, Ilegal, Konsumen 
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Pendahuluan 

Pemerintah Indonesia atau Presiden membentuk sebuah badan yang diberikan tugas 

tertentu dalam hal pengawasan terhadap obat dan makanan yang disebut dengan Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Badan ini dikoordinasikan oleh menteri Kesehatan 

dan menteri Kesejahteraan Sosial yang diserahkan tugas pengawasan peredaran obat dan 

makanan di Indonesia, yang dibentuk di masing-masing provinsi diseluruh Indonesia. 

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) adalah lembaga pemerintah 

nonkementerian yang berfungsi dalam melakukan pengawasan terhadap obat-obatan dan 

makanan dimasyarakat. Menurut Perpres No. 80 Tahun 2017, BBPOM adalah lembaga 

pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

Pengawasan Obat dan Makanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden 

melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan 

dipimpin oleh kepala BBPOM. 

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka penulis 

memutuskan perlunya melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “ Pegawasan Kosmetik 

Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru”. Penelitian ini 

penting untuk dilakukan mengingat banyak beredarnya produk kosmetik ilegal dan 

berbahaya, tidak memiliki izin edar, dan tidak melalui uji lab dari BBPOM sehingga tidak ada 

jaminan keamanan terhadap produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen. 

Tinjauan Pustaka 

Konsep Administrasi  

Henri Fayol (1841-1925), adalah seorang sarjana Prancis, yang pertama melihat adanya 

prinsip-prinsip universal yang berlaku bagi administrasi yangmana pun dan dimana pun. 

Henri Fayol membawakan pengertian “administrasi (Peradminstration) yang umum 

berlaku di daratan Eropa (Eropa Kontinental), dikalangan bangsa Italia,Spanyol, Prancis, 

jerman, Belgia, Belanda dan sebagainya. Adapun di Inggris dan negara negara bekas jajahan 

Inggris, termasuk Amerika Serikat, pengertian semacam itu tidak ada. Yang mirip-mirip 

adalah “Manajemen” Oleh karena itu, buka HenriFayol “ Administration Industrielle at “ 

Industrial and general management”, suatu terjemahan yang jelas bagi orang Inggris, tetapi 

membingungkan bagi  kita diIndonesia yang menganut   pandangan   Eropa   Kontinental 

sebagai  bekas  jajajan Belanda. 

Konsep Organisasi 

Menurut Louis Allen (2017), Organisasi adalah sebuah proses identifikasi dan 

mengelompokkan pekerjaan yang akan dilakukan dan mengerjakan tanggung jawab dan 

wewenang serta membangun hubungan untuk sebuah tujuan yang membuat anggota 

organisasi saling bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan. Organisasi adalah 

sebuah instrumen untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. 

 

 

Konsep Manajemen 
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(Terry, 2014) menjelaskan bahwa manajemen adalah suatu kegiatan yang disebut 

manajemen, dan orang yang orang yang melakukannya disebut manajer. Manajemen 

pemasaran merupakan salah satu bidang ilmu manajemen yang sangat diperlukan dalam 

semua kegiatan lini bisnis. Manajemen pemasaran merupakan faktor terpenting untuk 

kelangsungan hidup perusahaan atau bisnis agar dapat mencapai tujuan yang 

diinginkannya. 

Konsep Pengawasan 

Usman Effendi (2014:138) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan fungsi 

manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun kegiatan pekerjaan, tanpa adanya 

dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil.  

Sedangkan Irham Fahmi (2012:84) mengatakan bahwa pengawasan secara umum dapat 

didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta 

lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi. 

Konsep Kosmetik Ilegal 

Kosmetik dikatakan ilegal apabila kosmetik tidak memiliki izin edar dari Balai Besar 

Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) baik buatan Indonesia maupun luar negeri dan 

tidak sesuai dengan ketentuan baik persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan, dan dapat 

merugikan masyarakat. 

Definisi kosmetik dalam Peraturan Mentri Kesehatan RI No. 220/MenKes/Per/X/1976 

tanggal 6 menyatakan bahwa kosmetika adalah bahan atau campuran bahan untuk 

digosokkan, ditekan, dituangkan, dipercikkan atau disemprotkan, dimasukkan kedalam, 

dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, 

menambah daya tarik atau mengubah rupa, dan tidak termasuk golongan obat. 

Konsep Ilegal 

Legal adalah istilah yang sering digunakan dalam hukum, untuk mengacu pada sesuatu 

yang sesuai dengan hukum atau peraturan. Istilah ini biasanya digunakan untuk 

menggambarkan tindakan, keputusan, atau kebijakan yang sah dan tidak melanggar hukum. 

Dalam konteks hukum, legal adalah konsep yang sangat penting karena hukum bertindak 

sebagai kerangka kerja, yang mengatur tindakan manusia dan melindungi hak individu dan 

masyarakat secara keseluruhan.  

BPOM 

 BPOM adalah singkatan dari lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga 

ini memiliki tugas yang sama dengan European Medicines Agency (EMA), dan Food and 

Drug Administration (FDA) dengan tugas utama yaitu untuk mengawasi seluruh peredaran 

obat-obatan dan makanan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. 

 Tujuan dilakukannya pengawasan terhadap obat-obatan dan juga makanan adalah 

memastikan seluruh produk sudah aman untuk dikonsumsi, dan tidak merugikan si 

pengkonsumsi. Jadi, saat membeli produk obat dan makanan ada baiknya memperhatikan 

apakah produk tersebut sudah terdaftar di BPOM atau belum. Jika terdaftar, produk tersebut 

sudah aman untuk dikonsumsi. 

Metode 
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Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif 

dengan pendekatan survey deskriptif yang mana penelitian ini menggambarkan objek 

penelitian yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada sebagaimana yang terjadi dilapangan. 

Dalam penulisan proposal ini peneliti akan melakukan penelitian di Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) beralamat di jalan Diponegoro No.10, Sumahilang, 

Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, 28156, adapun waktu pelaksanaan 

penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan September 2023 sampai dengan selesai. 

Hasil dan Pembahasan 

Pelaksanaan Pengawasan Oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) 

Mengenai Kosmetik Ilegal di Pekanbaru 

 

1. Standar 

 Standar merupakan alat control, oleh karena itu penetapan standar dalam planning 

harus sangat diperhatikan. Mengingat bagaimana akan membandingkan hasil dengan yang 

diharapkan apabila tidak ada standar yang telah ditetapkan. Standar yang dimaksud dalam 

penelitian ini ialah dasar ataupun kebijakan- kebijakan yang dibuat untuk dapat menjadi 

acuan. 

 Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Rusdy Ridho selaku Ketua 

Tim  Penindakan pada penelitian ini hari Senin, 05 Februari 2024 beliau mengatakan : 

“ Standar ataupun kebijakan yang telah ditetapkan dan dijalankan oleh BPOM sudah 

dicantumkan di website nya BBPOM yang bisa dilihat dan mana saja yang terjaring, dan yang 

termasuk dalam undang-undang No 17, jadi semuanya dapat dilihat mulai dari penetapan 

bahan dan juga kosmetik mana saja yang termasuk. Jadi semuanya ada di halaman website 

kami baik Instagram, dan juga halaman web”. 

Dapat disimpulkan terkait wawancara dari key informan bahwa mereka jauh lebih 

mengutamakan keuntungan pasar dari pada Kesehatan komsumen, karena dari konsumen 

itu sendiri juga lebih memilih produk yang reaksinya lebih cepat. 

 

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan 

 Dalam pernyataan tersebut diketahui pula aspek-aspek apa saja yang di awasi oleh 

BBPOM ialah toko-toko kosmetik, dan lainnya yang dimana didalamnya menjual khususnya 

produk kosmetik tapi berbeda dengan produk kosmetik yang layak diperjual belikan yang 

sudah ada standarnya. Pernyataan selanjutnya disampaikan oleh Ibuk Syahrida selaku Ketua 

Tim Pemeriksaan pada penelitian hari Selasa, 06 Februari 2024 mengatakan : 

“dalam pemeriksaan kita melakukan pemeriksaan yang sesuai dengan standar nya, dimana 

ada pemeriksaan produksi dan pemeriksaan distribusi sebelum melakukan pemeriksaan 

kami melakukan Analisa masalah yang beracuan dengan ketentuan BBPOM”. 

 Dari pernyataan yang disampaikan oleh informan bahwa dalam penentuan 

pengukuran pelaksanaan kegiatan harus terkait dengan rencana dan kedudukan, dimana 
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dalam permasalahan dilapangan harus ada penentuan Analisa masalah terlebih dahulu 

dimana dari taget dan pencapaian tidak jauh dari rencana kegiatan yang dilaksanakan. 

 

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan 

 Selanjutnya disampaikan oleh Ibuk Syarnida selaku  Ketua Tim Pemeriksaan pada 

penelitian  ini hari Selasa, 06 Februari 2024 beliau mengatakan bahwa : 

“kita memilih 100 sarana kita memilih beberapa dengan Analisa kinerja itu misalnya ditahun 

lalu ia melakukan kesalahan beberapa lalu tahun ini ia melakukan kesalahan dengan Analisa 

kinerja itu kita tetapkan untuk menindak lanjuti, dimana tahun ketahun tetap melakukan 

kesalahan yang sama kita dapat melakukan pemeriksaan itu dimana setelah itu akan dibagi 

dengan 12 bulan untuk di periksa lebih lanjut dan kita tunjuk Tim untuk melakukan 

pemeriksaan tersebut”. 

 Dari informasi yang diberikan oleh informan bahwa dari target yang ingin dicapai 

pasti lebih dari itu dengan adanya Analisa kinerja itu  dapat dilihat kemajuan kegiatan yang 

BBPOM lakukan dalam pengawasan Kosmetik Ilegal. 

 

4. Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan 

 Perbandingan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah membandingkan 

pelaksanaan atau kegiatan dengan standar untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan dianalisa untuk mengetahui mengapa 

standar dapat dicapai atau mengapa standar tercapai tetapi masih ditemukan kosmetik 

illegal.  

 Sedangkan dari sisi Ibuk Elvira Yolanda selaku Ketua Tim Penguji pada penelitian ini 

hari Kamis, 08 Februari 2024 mengatakan : 

“ untuk kami ya bagian penguji kami dapat melakukan observasi dimana apa saja yang selalu 

terulang misalnya dari segi bahan, dari standar kita kan sudah ada ketetapan nya di masalah 

ini kita melihat bahan yang dilarang seperti merkuri it uterus terulang dari setiap penemuan 

produk kami melakukan observasi itu agar dapat dihimbau ke bagian yang menaungin 

untuk lebih meninformasikan bahwa bahan ini selalu ditemukan disetiap penemuan 

produk”. 

 Dalam indicator perbandingan ini dimana dalam observasi dapat disimpulakan 

bahwa pihak BBPOM melakukan peningkatan-peningkatan dan pencapaian yang telah 

diraih dalam beberapa tahun belakangan ini, dengan maksud sudah berkurangnya angka 

dimana produk khususnya kosmetik di Kota Pekanbaru. Meskipun masih banyak 

kekurangan yang berasal dari faktor-faktor lain saat melakukan pengawasan terhadap 

produk kosmetik. 

 

5. Pengambilan Tindakan Koreksi 

 Hasil dari wawancara tersebut informan mengatakan bahwa ketentuan regulasi itu 

sangatlah menunjang dalam perbaikan penyimpangan, karna dalam beban kerja yang begitu 
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besar untuk intansi yang terkait ikut serta dengan objektif maka hasil dari perbaikan akan 

berjalan secara maksimal. 

 Selanjutnya dari sisi Ibuk Syarnida selaku Ketua Tim Pemeriksaan pada penelitian ini 

hari Selasa, 06 Februari 2024 mengatakan : 

“kalau presentase yang diminta dari kepatuhan itu tidak bis akita deskripsikan karena setiap 

penemuan pasti berbeda-beda, misalnya gini dari segi pabrik saja dari segi mesin ada 

ketentuan rpm nyam aka jika didapat lebih dari itu kita akan meminta perbaikan dari 

produksi itu, apalagi dari pemalsuan itu sangat sulit maka kita membutuhkan laporan dari 

masyarakat agar dapat dilakukan perbaikan lebih lanjut, dan untuk itu kita bisa memberikan 

laporan tersebut kepada kuasa hukum”. 

 Bila hasil dari suatu analisa memerlukan suatu tindakan koreksi, tindakan koreksi itu 

harus segera diambil. Tindakan koreksi itu dapat diambil dalam  beberapa bentuk standard 

yang mungkin dapat diubah dan diperbaiki keduanya yang dapat dilakukan secara 

bersamaan. 

 

Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Oleh Balai Besar Pengawasan Obat 

dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru. 

 Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa konsumen yang teliti lebih 

dapat cerdas memilih produk kosmetik yang layak dikosumsi dapat menjadi salah satu 

faktor keberhasilan pengawasan produk kosmetik. 

Dalam wawancara dengan Ibu Syarnida dari Ketua Tim Pemeriksaan di BBPOM di 

Pekanbaru mengatakan : 

 “Dari 100 sarana tersebut dalam 3 tahun terakhir ini ada 60 sarana yang tidak 

memenuhi standar ketentuan kalau menurut isi misalnya, terus sisanya diambil untuk sarana 

yang baru tapi kalau misalkan sarana barunya gak sampai 40 kita ambil dari 3 tahun yang 

lalu yang kita tidak pernah lagi kesana lagi gitu, nah perancanaan ini kita buat untuk satu 

tahun. Jadi kalau adanya hambatan dengan adanya perencanaan tadi mungkin tidak begitu 

terasa ya dengan adanya perencanaan awal tadi”. 

 Dari penyataan tersebut dapat diketahui pula faktor dalam penghambatan 

pelaksanaan pengawasan produk kosmetik illegal oleh BBPOM di Pekanbaru, salah satunya 

ialah oknum penjual yang dalam konteks tidak memenuhi ketentuan. 

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor 

penghambat dalam pelaksanaan pengawasan oleh BBPOM di Pekanbaru adalah sebagai 

berikut : 

a.  Banyak konsumen yang masih belum mengerti seperti apa produk kosmetik yang baik 

dan benar serta rasa ingin mendapatkan hasil yang istan dan cepat sehingga masih 

terus-menerus membeli produk yang dalam kategori illegal. 

b.  Masih adanya sarana yang melanggar stndar ketentuan dalam memproduksi dan 

menjual produk kosmetik dalam kata lain produsen yang nakal padahal pihak BBPOM 

sudah melakukan pengawasan bahkan peringatan. 
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c.  Adanya sarana baru yang melakukan penolakan saat petugas BPOM melakukan 

pengawasan dikarenakan ketidaktahuan dan rasa takut akan pemeriksaan yang 

dilakukan oleh BBPOM di Pekanbaru. 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka 

dapat ditarik kesimpulan dari penelitrian ini terkait Efektivitas Penyuluhan Pertanian Oleh 

Balai Pneyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Sentahjo Raya Kabupaten Kuantan Singingi 

bahwa: 

1. Untuk mengukur keberhasilan dalam Efektivitas Penyuluhan Pertanian Oleh Balai 

Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Sentajo Raya pada penelitian ini 

menggunakan lima indikator yaitu Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, 

Tercapainya Tujuan dan Perubahan Nyata. Pada kelima indikator ini secara 

keseluruhannya pada kategori cukup efektif, dengan responden Tenaga Penyuluh 

Pertanian memiliki rata-rata presentase berjumlah “62,5%”, dan responden anggota 

kelompok tani memiliki rata-rata presentase berjumlah “40,8%”. Hal ini juga didukung 

dari hasil observasi penulis terhadap penelitian ini, Penyuluhan Pertanian sudah 

dijalankan dengan baik, tetapi hal ini berjalan tidak efektif, alasan dari jawaban ini 

dikarenakan kurangnya tenaga penyuluh pertanian yang ada di Balai Penyuluhan 

Pertanian (BPP) Kecamatan Sentajo Raya, dimana hanya memiliki 8 orang tenaga 

penyuluh pertanian sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 

Pasal 1 menyebutkan bahwa penyuluh pertanian sedikit 1 (satu) orang penyuluh 

dalam 1 (satu) Desa. Kecamatan Sentajo Raya yang terdiri dari 15 Desa Harusnya 

memiliki 15 orang penyuluh pertanian namun realitanya hanya memiliki 8 orang 

penyuluh pertanian. Sehingga menyebabkan penyuluh pertanian memiliki wilayah 

binaan 2 bahkan lebih Desa yang ada di Kecamatan Sentajo Raya. 

2. Tugas penyuluh pertanian dalam menyelenggaran penyuluhan pertanian ke 

kelompok tani melalui sistem kerja latihan dan kunjungan kurang terlaksana sehingga 

menyebabkan salah satu tujuan BPP dalam menumbuh kembangkan dan 

meningkatkan kemampuan pokan belum tercapai hal ini dibuktikan dengan jumlah 

total keseluruhan kelompok tani berjumlah 216 namun kelompok tani yang aktif hanya 

berjumlah 97 kelompok tani. Hal ini disebabkan jarak yang harus ditempuh.    Dimana 

jarak yang harus ditempuh penyuluh untuk kelokasi kegiatan 20 km dari tempat 

tinggal penyuluh dan jalan yang dilalui naik turun bukit. Sehingga efisiensi waktu 

sangat sulit dalam melakukan aktivitas penyuluhan ke lapangan. Selanjutanya 

penyuluh lebih sering melakukan kegiatan di kebun petani untuk teknis budidaya dan 

melakukan monitoring. Dan partisipasi petani pada pertemuan dan kegiatan masih 

dalam katergori rendah disebabkan, Karena kesibukan pribadi dan bekerja sebagai 

harian lebih diutamakan oleh anggota kelompok binaan penyuluh. Hal ini desebabkan 

karena mayoritas masyarakat bekerja dibidang pertanian. 

Kesimpulan 

 Dalam Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat 

dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru dalam mengawasi produk kosmetik illegal yaitu pre 

market dan post market. Dalam pelaksanaan pihak BBPOM memberi kemudahan bagi 
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masyarakat untuk mencari informasi mengenai produk kosmetik yang layak 

dikosumsi,bagaimana cara mendapatkan izin, standar dari memproduksi dan memasarkan 

produk kosmetik, peraturan-peraturan yang dapat menjadi dasar untuk memproduksi 

kosmetik yang dapat di akses dalam website dan melalui BPOM MOBILE. Didalamnya juga 

terdapat laporan tahunan yang dapat dilihat perbandingan pada tiap tahunnya dalam 

pelaksanaan pengawasan kosmetik illegal. 

 Dan dapat dilihat dalam penelitian ini terdapat faktor-faktor penghambat dalam 

pelaksanaan pengawasan, yang dapat penulis simpulkan adalah masih banyaknya konsumen 

yang belum mengerti bagaimana cara membedakan produk kosmetik ilegl dengan yang baik 

dikonsumsi,kurang sumber daya manusia, serta penjual produk koemetik illegal yang masih 

melanggar standar diam-diam melakukan perdagangan tetapi itu juga merupakan faktor dari 

konsumen yang sudah terbiasa dengan produk yang memberikan hasil instan tanpa 

memikirkan efek samping setelah pemakaiannya. Diketahui juga sarana yang baru masih 

sedikit yang paham dalam pemeriksaan yang dilakukan BBPOM adalah untuk kebaikan 

bersama. 
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